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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimbang . a. bahwa dalom rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentong Pemerintah Daerch, ieigh ditetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 4i Tahun 20C7 tentang Organisasi Perangkat
OCaerah;

b. bahwa untuk menindakianjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tenfang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu
penataan kembali terhadan Crganisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerch Kabupaten Sanggau;

c. bahwa untuk maksud diatas, perlu penetapan kembadli Pembentukan
dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pzarwekilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sanggou dalom suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1989 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
19583 Nomor 9 } cebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
| Republik Indonesia Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembcran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik indenesic Nomor
3044 ), sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tchun 1997, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tembahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3890):

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Mgjelis Permusyawaratan Rcokyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rckyat
Daerah {Lembarcn Negara Repubilik Indonesiaa Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4310);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendcharaan
Negara (Lembaran tlegcra Republik Indonesiac Tahun 2004 Nomor 5,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
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mMenetapkan

Undong-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan [Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negar Republik
Indonesia Nomor 4389}:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahan
Daerch [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesiac Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubohan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjodi
Undang-Undang [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomeor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 ); ‘

Undang-Undong Nomor 33 Tahun 2004 tfentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran Nagar
Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik indeonesia Nomor 4438); ’

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 fentang
Wewenang Pengangkatan, Pernindahon don  Pemberhentian
Pegawai negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesic Nomor
4263):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan FPemerintahon antara Pemerintak, Pemerintah Dagrah Propinsi
dan Pemerintah Doergh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tombahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

11.

tentang  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaoran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 MNomor 89, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741});

Peraturan Menterd Ddam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataar Organisasi Perangkat Daerah;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggou Nomor 11 Tahun 2004 tentang

Pokok-pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupater Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang

f

Urusan Pemnerintah Kabupaten Sanggaou.

Dengan Persetujuan Bersama

DCWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  SANGGAU  TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerch adalah Kabupaten Sanggau;
b. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggaou;
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinye disingkat DPRD adaloh Lembaga
Perwaokilan Rakyat Doerah sebagai unsur penyelenggora pemerintahan daerah:
Pemerintahan Daerah adaloh penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemernintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ofonomi
seluas-luasnya dalam sistemn dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalom Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerch adalah Gubemur, Bupatli atau Walkota dan Perongkat Daerah
sebagal penyelenggara pernerintahan daerah;

Perangkat Dagerah adaloh unsur membontu Kepalo Dgerah dolam penyelenggoraan
pemerintahan daerah yang terdin dart sekretariat daerah, sekretanat DPRD. dinas daerah,
lembaga teknis doerah, kecamatan dan kelurahan;

Sekretariai Doerah adaloh Unsur Staf  yang membantu Kepala Daerah dalom menyusun
kebijckan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggow;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Doerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD
adalan Unsur Pelayanan terthadop Dewan Perwakilan Rakyot Daerch Kabupaten
Sanggau;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjuinya disingkat Sekretaris DPRD c:dalah
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;

Desentralisasi adalah peyerahan wewenong pemerintahan oleh Pemenntc:h kepoda
Daerch Oionom untuk mengatur don mengurus urusan pemerntohan dalam sistem
Negara Kesatuan Repubilik Indonesia:

Tugas Pembantuan adalah penugasan dad Pemerintah kepada Daoerah dan/atau Desa
dan dari Pemerintah Propinst kepada Kabupaten/Kota danfatau Desa serta don
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
Ctonomi Boerah adalah hak, wewenang dan kewagjiban daerah otonom uriuk mengotur
dan mengurus sendifi  urusan pemerintahaon  don kepentingon masyarokat setempat
sesudi dengon peraturan perundang-undangan;

Tenaga Ahli adalah Staf Ahli yang mempunyai tugas dan fungsi memboantu DPRD dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan:

Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural;

Kelompaok Jabatan fungsional adaloh Kedudukan yang menunjukkan tugaos, tanggung
jowab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisosi yang

dalaom pelaksanaan tugasnva didasorkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu

serta bersifat mandiri.

BAB i
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau.

_.(”

(2)

(3)

BAS UI
. SUSUNAN ORGANISAS!
Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari ;
a. Sekretaris, membawahi sebanyok-bonycknyo 4 (empat) Bc:gron.

b. Bagian dan masing-masing Bagian membawahi  sebonyak-banyaknya 3 (tiga) Sub
Bagian;

¢. Sub Bagion;

d. Tenagaq Ahlt; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian. Sub Bagian, Tenaga Ahli dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada pasat 3 ayat {1} Peraturan Daerah ini, jumlahnya ditentukan berdasarkan
analisis beban kerja dan peraturan yang beraku;

Struktur organisasi, tata kerja, fincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.
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. ) BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang secara teknis operasiondl beroda dibawoh dan bertanggung jawalb kepada Pimpinan

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerch.

Pasal 5

Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Percturan Daerah ini, mempunyai tugas
menyelenggaraokan  agministrasi  kesekretanatan, administrasi  keuongan,  mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga anli
yong diperiukon oleg DPRD sesuci dengan kemampuan kewangan daerah.

Pasal &

r

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini,
Sekretanat DPRD mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggarcan administrasi keuangen DPRD:

. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD:

d. Penyedican dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAS V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

Pada Sekretariot DPRD dopat ditetapkan  Kelompok Jabatan Fungsional sesugi dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangaon yang beriaky;

Pasal 8
Kelompok Jabotan Fungsional sebagaimana pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, mempunyai
tugas melaksanckan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesuaqi dengan
kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas Perangkat DPRD.
Pasal ¢
{1} Kelompok Jobatan Fungsionol sebagaimana jersebut padao Pasal 7 Peraturan Daerah ini
' terdin dari sejumiah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh secrang
tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan berdanggung
jowab kepada Sekretaris DPRD;

{2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapaot

dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan
keahliannyo;

(3) Pembincon terhadaop tenaga fungsional diloksanakan sesuai dengan  perafuran
perundang-undangan yong berlaku.,

BAB VI
TENAGA AHLI
- Pasal 10

Sekretariat DPRD dapat menyediokan Tenaga Ahli dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas DPRD;
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Posai 11

(1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas dan

fungsi membantu DPRD dalom melaksanakan fugasnya sesuai dengan keahlian yang
dibutuhkan;

{2) Dolam meloksanakon tugas dan fungsinya, Tenago Anli dikoordinir oleh Sekretans DPRD.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

Sekretariot DPRD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD

dan don secara administratif bertanggung jowab kepadc Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.,

Pasai 13

11} Dalom meloksanckan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
wajib menerapkan prinsip Koordingsi, Integrasi dan Sinkroniscsi.

{2} Sefiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam fingkungan Sekretarial DPRD bertanggung jawab
memimpin don  mengkoordinasikan bawahannya masing-mosing dan  memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bowahannya.

Pasal 14
(1) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajio mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk

dan bertanggung jowab kepada atosan masing-masing dan menyampaikan igporan
berkala padao waktunya.

{2) Setiap lapeoran yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan waiib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
peiunjuk-petunjulg kepada bawahannya.

Pasal 15

- Dralam hal Sekretaris DPRD berhalangan. tugas-tugasnya dilakukan oleh seorang Kepala Bagian
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan.

BAB VIl
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 16
(1} Sekretaris DPRD adatah jobatan struktural eselon ll.b.
{2) Kepaia Bagian adalah jabatan struktural eselon Ill.a.
{3} Kepdia Sub Bagian adalah Jabatan struktural eselon IvV.a.

Pasal 17

(1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat dan agias persetujuan Pimpinan DPRD;

{2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD sebagaimana dimoksud pada pasal 15

ayat (1) Peraturan Doerah ini, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan
Gubernur;

{3) Pejabat strukivral eselon l dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Daerah;
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(4) Pejobat struktural eselon IV diingkungan  Sekretariat DPRD  dapat  diongkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerch.

(S8} Pengangkatan Pejobat strukiurai eselon i, Il don IV diingkungan Sekretariat DPRD,

mempertimbangkan syarat dan kompetensi jubatan yang telah ditetapkan berdasarkan
hasil analisis jabatan dan peraturan yang berlaku.

SAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segaia biaya yang diperukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah 'ini,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif diatur
kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
(1) Pengan berdckunya Peraturan Daerah ini, moka Peraturan Daerah Kabupaten Songgcxu
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD

Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berdaku lagi.

(2} Sekretariat DPRD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, haorus sudah efektif

melaksangkan tugos dan fungsinya paling lambat 1 {satu] tahun setelagh berckunya
Peraturan Daerah ini.
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BAB XU
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerch ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sefiop orang dapotf mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Percxturch Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaron Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di  : Sanggau
Pada tanggal  : 18 Desember 2007

. BUPATI SANGGAU,

Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undongkan di : Sanggau
Pada Tanggol 1 28 Januwori 2008

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN SANGGAL,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 19
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BAB XII
PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sefiop orang dopat mengetahuinyg, memerintahkan penguhdcngon Peraturan Doerah
ini dengan penempatannya dalom Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di  : Songgawu
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Tid
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal 1 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
Tid
E PENG SUSEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 19

PembindlUtarma Muda
NIP. 010091997
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